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ABSTRAK 

Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 menyatakan Badan/Pejabat TUN tidak 

dapat mengajukan peninjauan kembali. Akan tetapi SEMA Nomor 2 Tahun 2024 

menyatakan Badan/Pejabat TUN dapat mengajukan peninjauan kembali dengan 

syarat ditemukannya bukti baru, adanya dua atau lebih putusan berkekuatan hukum 

tetap yang saling bertentangan, atau mempertahankan kepentingan hak keperdataan 

atau pejabat tun (aset negara atau daerah). Perbedaan pengaturan tersebut 

berpotensi menimbulkan permasalahan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kedudukan SEMA dan Putusan MK 

dalam hal pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 pada tatanan hukum Indonesia, 

serta menganalisis status pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 terhadap 

Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 mengenai pengajuan peninjauan kembali 

oleh Badan/Pejabat TUN. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian doktrinal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif preskriptif. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

wawancara di PTUN Semarang. Hasil penelitian ini adalah kedudukan SEMA pada 

tatanan hukum Indonesia adalah sebagai peraturan kebijakan, sedangkan Putusan 

MK dalam hal pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 kedudukannya dapat 

dianggap setara dengan bagian dari UU yang diujikan. Selain itu, status 

pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 terhadap Putusan MK Nomor 24/PUU-

XXII/2024 merupakan praktik hukum yang tidak sah, dan inkonstitusional.  
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